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2)Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah ABSTRAK Di kota Banda Aceh terdapat 

beberapa hotel yang berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) melalui pajak hotel.  

 

Jumlah hotel yang ada di Kota Banda Aceh tahun 2013 berjumlah 45 Hotel. Hotel-hotel 

tersebut memiliki skala yang berbeda yang tentunya memiliki tarif pajak hotel yang 

berbeda. Namun secara keseluruhan hotel-hotel tersebut berkontribusi secara signifikan 

terhadap peningkatan APBD (BPS, 2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

potensi pajak hotel di kota Banda Aceh. Variabel yang diteliti dibatasi hanya terhadap 

potensi pajak Hotel di Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan yaitu data sekunder mulai 

tahun 2010 – 2013.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak Hotel di Kota Banda Aceh selama 

periode 2010 – 2013 terus mengalami peningkatan dan cukup berpotensi dalam 



peningkatan penerimaan daerah. Perbandingan antara potensi dengan target 

pemerintah dalam penetapan pajak hotel di Kota Banda Aceh ternyata potensi pajak 

hotel masih lebih besar dari pada target. Kata kunci: potensi pajak, hotel ABSTRACT In 

the city of Banda Aceh, there are several hotels that contribute to the local budget 

(APBD) through the hotel tax. The number of hotels in the city of Banda Aceh in 2013 

amounted to 45 Hotel.  

 

The hotels has a different scale which would have tax rates of different hotels. However 

overall the hotels are contributing significantly to the increase in the budget (BPS, 2014). 

The purpose of this study was to determine the potential of the hotel tax in the city of 

Banda Aceh. Variables examined is limited only to the potential tax Hotel in Banda Aceh. 

The necessary data is secondary data starting in 2010 – 2013. The results showed that 

the potential tax Hotel in Banda Aceh during the period 2010 – 2013 continues to 

increase and enough potential to increase local revenues.  

 

Comparison between potential and government targets in taxation hotel in Banda Aceh 

is the hotel tax potential is still greater than the target. Keywords: potential taxes, hotel 

104 PENDAHULUAN Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut 

adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu 

kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib 

membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.  

 

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan 

rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak 

Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan 

pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak 

Provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, 

sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, 

dan pajak parkir. Penerimaan potensial sumber PAD hanya dari beberapa pajak yang 

bermakna pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien.  

 



Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal 

dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan, dan pajak reklame saja (BPS, 2014). Salah 

satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin 

diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan 

sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak 

hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan 

dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran.  

 

Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran 

dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya 

potensi pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah. Pajak hotel adalah pajak atas 

pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang 

memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.  

 

Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah 

daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. 

Peraturan ituakan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan 

pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang 

bersangkutan (Siahaan, 2005:245). Pada hakikatnya penyebab tidak tercapainya potensi 

dilihat dari sudut pandang keuangan, krisis multidimensial ini menimbulkan penurunan 

kemampuan membayar para wajib pajak.  

 

Akibatnya, terjadi penurunan penerimaan pajak selain pengaruh krisis, kualitas sumber 

daya manusia (SDM) dan batasan legal formal seringkali menjadi penghambat 105 

kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi pendapatan yang 

dimiliki. Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

adalah kurangnya kemampuan manajerial dalam mengelola pajak. Hal ini akan 

berdampak pada ketidak optimalan pengelolaan pajak. Pajak yang berhasil ditarik tidak 

didasarkan atas potensi rill, melainkan didasarkan atas target yang umumnya jauh di 

bawah potensi rill yang dimiliki.  

 

Di samping itu, rendahnya kinerja pengelola pajak membuat tingkat pengawasan yang 

rendah sehingga menyebabkan tingginya kebocoran pajak. Kota Banda Aceh 

merupakan ibukota Provinsi Aceh, adalah salah satu kota yang memiliki berbagai 

tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Berbagai tempat wisata ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor 



pariwisata dan beberapa sektor terkait, seperti sektor perdagangan, yang akan 

meningkatan pendapatan asli daerah.  

 

Potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan kota Banda Aceh 

ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang 

ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi 

yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kota 

Banda Aceh. Berdasarkan realisasi PAD Kota Banda Aceh tahun anggaran 2010 – 2013 

penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel memiliki nilai kontribusi yang besar. 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel di kota 

Banda Aceh.  

 

Soemitro (2012) mengatakan bahwa pajak yaitu iuran kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang yang ditetapkan dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), 

yang langsung dapat ditujukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Manawir (2013:4) mengatakan bahwa pajak merupakan penawaran iuran wajib 

pemungutannya didasarkan undang- undang sehingga pelaksanaanya dapat 

dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak mau sepenuhnya 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang 

perpajakan yang berlaku, terhadap mereka yang dipaksa untuk memenuhi kewajiban 

tersebut melalui surat peringatan.  

 

Surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termaksud penyitaan 

terhadap kekayaan wajib pajak, dan pidana penjara. Secara umum, pajak adalah iuran 

anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran 

tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung data dapat ditunjukan. 

Dalam konteks Daerah, pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan 

daerah masing-masing dan hasil pemungutan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah.  

 

Menurut UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tampa imbalan 

langsung yang seimbang. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada Daerah tampa imbalan langsung yang seimbang. Pajak 

Daerah dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di 

mana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan 

pembgunaah”.  

 



Menurut Prakoso (2007:22) Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara 

karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan 

balas jasa yang 106 langsung dapat ditunjuk. Pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, 

kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagaihukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk 

memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat, 2005:2). Fungsi pajak seperti yang 

dikemukakan oleh Waluyo dan Ilyas (2013:8) terdiri dari dua fungsi yaitu: 1.  

 

Fungsi penerimaan (budgeteir), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan- pembiayaan dan pengeluaran- pengeluaran 

pemerintah. 2. Fungsi mengatur (reguler), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Pajak hotel 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar seiring 

dikembangkannya bidang pariwisata di Kota Banda Aceh.  

 

Rahmanto (2007) menyatakan bahwa jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan 

jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan. Satu hal yang harus dicermati adalah 

kesesuaian penetapan target pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada di Kota 

Banda Aceh. Hal ini perlu diteliti karena pajak hotel merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal agar dapat 

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan pajak 

daerah.  

 

Dari survei awal yang dilakukan, diketahui bahwa pajak hotel belum memberikan 

kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Banda Aceh. Masalah 

perpajakan selalu dimulai dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajaka (tax 

policy), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk 

undang-undang perpajakan (tax law) dan baru kemudian diikuti pemungutan pajak oleh 

aparat perpajakan dalam bentuk administrasi perpajakan (tax administration).  

 

Stoner (2010:116) mengatakan bahwa potensi pajak hotel adalah hasil temuan 

pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang 

kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi adalah sesuatu sebenarnya sudah 

ada hanya belum dapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau 

memperolehnya upaya-upaya tertentu, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak. 

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, 

suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu (Siahaan, 2005:245): 1. Memiliki 



potensi dan kemampuan mengelola tinggi. 2.  

 

Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah. 3. Memiliki 

potensi yang rendah tetapi mempunyai kemampuan mengelola tinggi. 4. Memiliki 

potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah. Pemungutan pajak hotel 

dapat dilakukan dengan official assessment yakni berdasarkan penetapan kepala daerah 

melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah melalaui penerbitan surat ketetapan 

pajak daerah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya, di mana diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah, 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, 107 dipergunakan untuk 

membiayai publict investment (Resmi, 2005:2). Pemungutan pajak hotel di Indonesia 

saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh 

masyarakat dan pihak terkait.  

 

Adapun salah satunya dasar hukum tentang pajak hotel yaitu Keputusan bupati/walikota 

yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah 

tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000). METODE Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder mulai tahun 2010 – 2013 yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan, buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan 

penelitian ini, dan data tentang potensi dan realisasi pajak hotel di Kota Banda Aceh 

yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, kantor DPKAD 

Kota Banda Aceh, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.  

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 

statistik deskriptif. Dalam penelitian ini juga digunakan metode perhitungan potensi 

pajak. Menurut Mahmudi (2010) untuk menghitung potensi pajak hotel menggunakan 

rumus sebagai berikut: PPH = (JK × TK × JH × TH) × 10% Keterangan: PPH = potensi 

pajak hotel JK = jumlah kamar TK = tarif kamar rata-rata JH = jumlah hari TH = tingkat 

hunian 10% = tarif pajak hotel Operasional variabel dalam penelitian ini adalah pajak 

hotel yaitu pungutan oleh pemerintah yang bersumber dari bangunan yang khusus 

disediakan bagi oramg untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termaksuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran yang 

diukur dalam rupiah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Provinsi Aceh Provinsi Aceh terletak di 

ujung Barat Laut Sumatera, yakni di antara 01°58’37,2” – 06°04’33,Lintg a dan – 98Bujur 

Timur dengan ibukota pemerintahan di Banda Aceh, memiliki luas wilayah 56.758,85 



km2 atau 5.675.850 ha (12,26% dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil 

seluas 7.479.802 ha dengan garis pantai 2.666,27 km2. Secara administratif pada tahun 

2009, Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 

6.423 gampong atau desa.  

 

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan 

nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat 

dengan batas wilayahnya: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk 

Benggala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera 

Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah timur 

berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Aceh memiliki 

topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai 

sekitar 32% dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai 108 

sekitar 68% dari luas wilayah.  

 

Daerah dengan topografi bergunung terdapat di bagian tengah Aceh yang merupakan 

gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai 

terdapat di bagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah Provinsi 

Aceh yang memiliki topografi datar (0 – 2%) tersebar di sepanjang pantai barat – selatan 

dan pantai utara – timur sebesar 24,83% dari total wilayah; landai (2 – 15%) tersebar di 

antara Pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian pantai barat – 

selatan dan pantai utara – timur sebesar 11,29% dari total wilayah; agak curam (15 – 

40%) sebesar 25,82% dan sangat curam (>40%) yang merupakan punggung 

Pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan bahu dari sungai-sungai yang ada sebesar 

38,06% dari total wilayah. Provinsi Aceh memiliki ketinggian rata-rata 125 m di atas 

permukaan laut. Persentase wilayah berdasarkan ketinggiannya yaitu: (1) daerah 

berketinggian 0 – 25 m dpl merupakan 22,62% luas wilayah (1,283,877.27 ha), (2) daerah 

berketinggian 25 – 1.000 m dpl sebesar 54,22% luas wilayah (3,077,445.87 ha), dan (3) 

daerah berketinggian di atas 1.000 m dpl sebesar 23,16% luas wilayah (1,314,526.86 ha).  

 

Luas Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota 

Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintah, Baanda Aceh menjadi pusat segala 

kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh memiliki beberapa 

kecamatan dan luas, berikut Tabel 1 luas Kota Banda Aceh menurut kecamatan tahun 

2013. Tabel 1. Luas Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2013 No. Kecamatan 

Luas (km2 ) Persentase 1. Meuraxa 7,26 11,83 2. Banda Raya 3,78 6,16 3. Jaya Baru 4,79 

7,81 4. Baiturrahman 4,54 7,40 5. Lueng Bata 5,34 8,70 6. Kuta Alam 10,05 16,38 7. Kuta 

Raja 5,21 8,49 8. Syiah Kuala 14,24 23,21 9.  

 

Ulee Kareng 6,15 10,02 Jumlah 61,36 100,00 Sumber: Banda Aceh Dalam Angka, (2015) 



Berdasarkan Tabel 1 luas Kota Banda Aceh seluas 61,36 km 2 tersebut, kecamatan yang 

terluas adalah Kecamatan Syiah Kuala yakni mencapai 14,24 km2 atau 23,21% dari total 

luas wilayah ini, kemudian Kecamatan Kuta Alam seluas 10,05 km2 atau 16,38%, 

sementara kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Banda Raya yakni seluas 

3,78 km2 atau 6,16% dari total luas kota ini, kemudian Kecamatan Baiturrahman yakni 

seluas 4,54 km2 atau 7,40%, kecamatan kedua terkecil luas daerahnya adalah Kecamatan 

Jaya Baru yakni 4,79 km2 atau 7,81% dari total luas wilayah. Luas Kota Banda Aceh 

menurut kecematan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

109 Luas tanah Kota Banda Aceh menurut penggunaannya pada data tahun 2008 

memperlihatkan bahwa yang terluas adalah untuk penggunaan bangunan dan halaman 

sekitarnya mencapai 6.262 ha. Kemudian tambak seluas 403 ha, kebun seluas 389,30 ha, 

dan rawa seluas 114 ha. Selain itu, seperti ladang, padang rumput, dan sebagainya tidak 

ada dijumpai di Kota Banda Aceh. Jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota Banda Aceh 

yang terjauh adalah Kecamatan Syiah Kuala yakni sejauh 8 km, kemudian Kecamatan 

Meuraxa dan Ulee Kareng masing-masing sejauh 5 km.  

 

Jarak yang terdekat adalah Kecamatan Baiturrahman yakni hanya sejauh 0,6 km dan 

Kecamatan Kuta Raja sejauh 1 km. Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Banda Aceh Jumlah 

desa/kelurahan yang terdapat di Kota Banda Aceh adalah sebanyak 90 desa/kelurahan 

yang terdiri dari 70 desa dan 20 kelurahan. Berikut Tabel 2 jumlah desa/kelurahan Kota 

Banda Aceh. Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan 

No Kecamatan Desa 1. Meuraxa 16 2. Banda Raya 10 3. Jaya Baru 9 4. Baiturrahman 10 

5. Lueng Bata 9 6. Kuta Alam 11 7. Kuta Raja 6 8. Syiah Kuala 10 9.  

 

Ulee Kareng 9 Jumlah 70 Sumber: Banda Aceh Dalam Angka, (20 15) Berdasarkan Tabel 

2 , kecamatan yang memiliki desa terbanyak di Kota Banda Aceh pada tahun 2013 

adalah Kecamatan Meuraxa yakni mencapai 16 desa, sedangkan yang paling sedikit 

adalah Kecamat an Kuta Raja yakni sebanyak 6 desa. Sementara kecamatan yang 

mempunyai kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Kuta Alam yakni mencapai 8 

kelurahan. Kecamatan - kecamatan yang belum mempunyai kelurahan adalah 

Kecamatan Banda Raya, Lueng Bata , Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.  

 

Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Banda Aceh Di Kota Banda Aceh saat ini memiliki 

beberapa hotel besar yang menjadi sumber bagi PAD. Perkembangan jumlah hotel di 

Kota Banda Aceh dari tahun 2010 – 2013 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Hotel di Kota Banda Aceh Tahun Jumlah Hotel (unit) 2010 44 110 Tahun 

Jumlah Hotel (unit) 2011 45 2012 42 2013 45 Sumber: BPS Provinsi Aceh (2014) 

Berdasarkan Tabel 3 yang menunjukkan perkembangan jumlah Hotel di Kota Banda 

Aceh periode 2010 – 2013.  



 

Dalam periode jumlah hotel terus bertambah banyak, Cuma di tahun 2012 sedikit 

mengalami pengurangan hotel diakibatkan hotel tersebut tutup karena omsetnya 

kurang dan melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh, namun demikian penerimaan 

pajak hotel tetap meningkat dikarenakan pada tahun 2012 tersebut rata-rata tingkat 

hunian hotel lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah hotel di Kota 

Banda Aceh mengalami peningkatan berjumlah 45 hotel. Fenomena ini memberikan 

gambaran bahwa tiap tahunnya permintaan hotel di Kota Banda Aceh semakin 

meningkat sehingga tidak mengherankan kalau jumlah hotel di Kota Banda Aceh 

tumbuh dan berkembang dengan pesat dikarenakan permintaannya relatif masih cukup 

tinggi. Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Banda Aceh Pajak hotel merupakan salah 

satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar seiring dikembangkannya bidang 

pariwisata di Kota Banda Aceh.  

 

Pajak hotel tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan selama empat tahun dari tahun 

2010 – 2013. Berdasarkan data yang ada yaitu, klasifikasi hotel, tingkat hunian kamar, 

tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, tarif pajak hotel dan jumlah hotel, maka dapat 

dihitung potensi pajak hotel. Potensi pajak hotel di Kota Banda Aceh pada Tahun 2010 

disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Potensi Pajak Hotel di Kota Banda Aceh Tahun 2010 

2011 2012 2013 Jumlah Hotel (Unit) 44 44 42 45 Jumlah Kamar (unit) 1.625 1.625 1.525 

1.625 Tarif Kamar Rata -Rata (Ribuan Rupiah) 400 400 400 400 Jumlah Hari 360 360 360 

360 Tingkat Hunian 0,24 0,25 0,29 0,28 Omset/Tahun (Jutaan Rupiah) 561.600 585.000 

636.840 655.200 Potensi (Jutaan Rupiah) 5.616 5.850 6.368,4 6.552 Sumber: Hasil 

Penelitian (Data Diolah, 2015) Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 

dengan jumlah hotel sebanyak 44 unit dan kamar sebanyak 1.625 unit dengan tarif seca 

ra rata -rata sebesar Rp. 400.000 ,- serta rata - rata tingkat hunian sebesar 0,24 maka 

diperoleh omzet hotel adalah sebesar Rp . 561.600.000.000,-. Dengan demikian potensi 

penerimaan pajak hotel di Kota Banda Aceh tahun 2010 adalah sebesar Rp. 

5.616.000.000,-.  

 

111 Pada tahun 2011 dengan jumlah hotel sebanyak 44 unit dan total jumlah kamar 

sebanyak 1.625 unit dengan tarif secara rata-rata sebesar Rp. 400.000,- serta rata-rata 

tingkat hunian sebesar 0,25 maka diperoleh omzet hotel sebesar Rp. 585.000.000.000,-. 

Dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel di Kota Banda Aceh tahun 2011 

adalah sebesar Rp. 5.850.000.000,-. Pada tahun 2012 dengan jumlah hotel sebanyak 42 

unit dan total jumlah kamar sebanyak 1.525 unit dengan tarif secara rata-rata sebesar 

Rp. 400.000,- serta rata-rata tingkat hunian sebesar 0,29 maka diperoleh omzet hotel 

sebesar Rp. 636.840.000.000,-. Dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel di Kota 

Banda Aceh tahun 2012 adalah sebesar Rp. 6.368.400.000,-.  

 



Pada tahun 2013 dengan jumlah hotel sebanyak 45 unit dan total jumlah kamar 

sebanyak 1.625 unit dengan tarif secara rata-rata sebesar Rp. 400.000,- serta rata-rata 

tingkat hunian sebesar 0,28 maka diperoleh omzet hotel sebesar Rp. 655.200.000.000,-. 

Dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel di Kota Banda Aceh tahun 2013 

adalah sebesar Rp. 6.552.000.000,-. Analisis Perbandingan Potensi dan Target Pajak 

Hotel di Kota Banda Aceh Potensi dan target pajak hotel di Kota Banda Aceh selama 

periode 2010 – 2013 disajikan pada Tabel 5. Tabel 5.  

 

Perbandingan Potensi dan Target Pajak Hotel dengan di Kota Banda Aceh Tahun 2010 – 

2013 Tahun Potensi (Jutaan Rupiah) Target (Jutaan Rupiah) Jumlah Selisih % 1 2 1-2 1:2 

2010 5.616,00 5.606,82 9.180.000 100,16 2011 5.850,00 5.701,7 148.300.000 102,60 2012 

6.368,40 6.350,00 18.400.000 100,28 2013 6.552,00 6.470,00 82.000.000 101,26 Total 

24.386,40 24.128,56 257.880.000 101,06 Sumber: BPS Provinsi Aceh (2014) Dari Tabel 5 

menunjukkan bahwa perbandingan antara potensi dengan target pemerintah dalam 

penet apan pajak hotel di Kota Banda Aceh ternyata potensi pajak hotel masih lebih 

besar dari pada target yang dibuat oleh pemerintah. Selama periode 2010 – 2013 

jumlah target yang ada sebesar Rp. 24.128.563.679,- dan jumlah potensi sebesar Rp. 

24.386.400.000,-.  

 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa selisih antara potensi dengan target pajak hotel 

menunjukkan selama periode 2010 – 2013 dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota Banda Aceh telah kehilangan potensi yang jumlahnya sebesar Rp. 

257.880.000,-. Hal ini menggambarkan bahwa DPKAD masih lemah dalam penetapan 

target, di mana DPKAD seharusnya menerima pajak hotel yang lebih besar. Dalam 

penetapan target ini DPKAD kota Banda Aceh tidak seharusnya melihat dari target 

sebelumnya. 112 KESIMPULAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak Hotel 

di Kota Banda Aceh selama periode 2010 – 2013 terus mengalami peningkatan dan 

cukup berpotensi dalam peningkatan penerimaan daerah.  

 

Perbandingan antara potensi dengan target pemerintah dalam penetapan pajak hotel di 

Kota Banda Aceh ternyata potensi pajak hotel masih lebih besar dari pada target yang 

dibuat oleh pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa DPKAD harus lebih besar dalam 

penetapan target. DAFTAR PUSTAKA Bardi. 2010. Analisis Pemasaran Perhotelan, 

Cetakan kedua. Erlangga, Jakarta. Manawir. 2013. Pajak Penghasilan. Edisi Keenam. 

Yogyakarta: BPFE. Rahmanto Agus. 2007. Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya 

terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000 – 2004. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan. Vol 3. No 1. Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: 

Salemba Empat. Salmun. 2011.  

 

Manajemen Perhotelan, Erlangga, Jakarta. Siahaan P, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan 



Retribusi Daerah. Jakarta: Grafindo. Stoner, James. AF, R Edward Freeman, Daniel R 

Gilbert JR. 2010. Management.USA: Prentice Hall International. Sixth Edition. Soemitro 

dan Koho. 2012. Pembangunan Ekonomi. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Perubahan atau Undang- 

Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Waluyo dan 

Ilyas. 2013. Perpajakan Indonesia. Buku 5. Jakarta: Salemba Empat.  

 

 

 

INTERNET SOURCES: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

<1% - https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/11july2015 

2% - 

http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d094

7c6478e525e/2016/08/NASKAH-PUBLIKASI.pdf 

1% - http://repository.utu.ac.id/452/1/I-V.pdf 

<1% - https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/download/6329/pdf 

1% - https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2015_1_1075_Bab2.pdf 

<1% - http://digilib.uinsgd.ac.id/5453/4/4_bab1.pdf 

1% - https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Perspektif/article/download/559/493 

1% - http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/download/194/257 

<1% - 

https://idoc.pub/documents/ringkasan-sistem-pengendalian-manajemen-d4pq65og16n

p 

<1% - https://travel.detik.com/traveladdict/50kotaliburan/ 

1% - http://eprints.umm.ac.id/56494/2/BAB%20II.pdf 

1% - http://jurnal.poltekstpaul.ac.id/index.php/jakp/article/download/87/pdf/ 

1% - http://eprints.undip.ac.id/59081/3/BAB_III_FIX.pdf 

<1% - https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/download/1906/pdf 

1% - https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/274/164 

1% - 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27587/Chapter%20II.pdf?seque

nce=3&isAllowed=y 

1% - 

http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/46/40 

<1% - http://repository.unpas.ac.id/45293/4/BAB%20II%20sa.pdf 

1% - 

https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6488/Bab%202.p

df?sequence=11&isAllowed=y 

<1% - 



https://123dok.com/document/oz1d818z-faktor-faktor-mempengaruhi-penerimaan-paj

ak-hotel-restoran-medan.html 

<1% - http://eprints.ums.ac.id/43139/6/BAB%20I.pdf 

2% - https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/1196/1103 

1% - https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/8828/5050 

<1% - http://dharmawangsa.ac.id/public/upload/07.%20Ratna%20Dina_2.pdf 

1% - http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPSI/article/download/9817/7775 

<1% - http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/1225/1342 

<1% - 

https://adoc.pub/analisis-peranan-sektor-hotel-dan-restoran-dalam-perekonomia.html 

<1% - http://sosiologis.com/metode-analisis-data 

2% - https://jsi.web.id/2014/11/ketika-tambang-mendulang-konflik/ 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40765/Chapter%20III-V.pdf;seq

uence=4 

1% - http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/natural/article/download/7012/6899 

<1% - https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/5859/3666 

1% - 

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_390a7

bfcc5_BAB%20IV4.%20BAB%20IV-DOK.pdf 

<1% - http://fliphtml5.com/kubv/wpmc/basic 

<1% - http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAcPS/article/download/12688/11036 

<1% - http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/download/4704/4072 

<1% - https://id.scribd.com/doc/281536067/SPKD-Final-Version 

<1% - https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/31december2015 

<1% - https://id.scribd.com/doc/299943766/Rpjm-Lhokseumawe-2007-2012 

<1% -  

<1% - https://www.scribd.com/document/363601024/NINA-ROSLINA-FITK-pdf 

 


